ANALISIS AKAD IJARAH BI-AL’AMAL TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN
PADI DI KECAMATAN KLUET TIMUR
KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAULIDIA
NIM. 150102119
Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/1442 H



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK KEPEMILIKAN
BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN
KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)

Dalam limu Hukum Ekonomi Syari’ah

Oleh:

MAULIDIA
NIM. 150102119
Mahasiswa Fakultas Syari’ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui Untuk Dimunagasyahkan oleh:

Pembimbing I, Pempimbing 11,

Syuhada, S .Ag., M.Ag
NIP. 197510052009121001




ANALISIS AKAD IJARAH BI AL-‘AMAL TERHADAP HAK
KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL PENGGILINGAN PADI DI
KECAMATAN KLUET TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari’ah

Pada Hari/Tanggal Senin, 27 Juli 2021M
17 dzulhijjah 1442 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

NIP. 19751005200 121001

s

P Penguji 11
Dr. Taﬁ:hkfar, M.Ag Rispalman, 8. H., M.H
NIP.19601119199001 1001 NIP.198708252014031002

_ Mengetahui,
. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum

N [P 19770303200801 1 015

il



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fash@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di bawabh ini:

Nama : Maulidia

NIM : 150102119

Prodi : Hukum Ekonomi Syari’ah

Fakultas : Syari’ah dan Hukum UIN Ar-raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1.
2.
3

4.
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggung jawabkan.

Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.

Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin pemilik karya.

Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui
pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti
bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar
akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

.Banda Aceh, 27 Juli 2021
Yang Menyatakan,

.'_ e Maulidia

il


http://www.syariah.ar-raniry.ac.id/

ABSTRAK

Nama : Maulidia

NIM : 150102119

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari’ah

Judul : Analisis Akad ljarah bi al- ‘Amal Terhadap Hak Kepemilikan

Bekatul Hasil Penggilingan Padi di kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan

Tebal Skripsi : 58

Pembimbing I : Syuhada, S .Ag., M.Ag

Pembinmbing II : Muhammad Igbal, MM

Kata kunci : Penggilingan, Padi, Bekatul dan ljarah bi a- ‘amal

Penggilingan padi adalah salah satu sarana bisnis yaitu bisnis produksi, karena
mesin penggilingan mampu mengolah padi menjadi beras. Ada sebagian pihak
penggilingan padi yang menjadikan sisa dari hasil penggilingan padi menjadi
miliknya, kerena sisa hasil penggilingan tersebut dianggap tidak bernilai. Jadi jika
petani menggilingkan padinya maka sisa hasil penggilingan tersebut menjadi milik
jasa penggilingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad yang
digunakan antara pihak jasa penggilingan dengan pemilik padi di Kecamatan Kluet
Timur dan untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap hak kepemilikan
beakatul di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Adapun jenis
penelitian yang penulis gunakan dalam skipsi ini adalah penelitian lapangan dengan
metode penelitian kualitatif. Yang bertujuan untuk mepelajari secara intensif
(secara sungguh-sunguh) latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan
yang bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga ataupun masayarakat. Dari
hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad yang terjadi antara pihak
penggilingan dengan pemilik padi adalah menerapkan sistem [jarah bi a-‘amal,
yaitu sewa jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan dengan pembayaran upah
berupa uang, selain itu pemilik jasa juga mendapatkan sisa dari hasil penggilingan
yang berupa bekatul karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Perpindahan
hak milik sisa hasil penggilingan dilakukan berdasarkan kebiasaan pada
masyarakatnya dan kerelaan dari masing-masing pihak, jadi atas dasar itu maka
perpindahan hak milik tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No | Arab | Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan
dilam titik di
1 ‘ Bangka " = t bawahny
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a
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- | s dengan titik .
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5 o J R w2 IF
h dengan titik
AR 3
6 < b di bawahnya & Q
7 o YY 4 K
8 3 D i J L
. . z dengan titik | |
? ’ 4 di atasnya £ o
10 J R XS O n
11 J 1 ) w
12 o S Yv ° h
13 u:'l Sy YA s ’
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s dengan titik
Y4
14 e } di bawahnya ¢ y
. d dengan titik
15 e d di bawahnya
2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dhammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
TRe Fathah dan ya Ai
35 Fathah dan wau Au
Contoh:

S kaifa. dsh ... s haula
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3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
e Fathah dan alif atau ya A
o Kasrah dan ya I
&t Dammah dan wau U
Contoh:
J&..........:qdla
17 ST rama
... qila
d%..........: yaqiilu

4. Ta Marbutah (%)
Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a.

Ta marbutah (¢) hidup

Ta marbutah (¢) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah t.

Ta marbutah (3) mati

Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (¢) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah (¢) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

?“h‘fj 423y raudah al-atfal/ raudatul atfal

8 5l Auall: gI-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul
.......... Munawwarah

o

S 7ulhan
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Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING ......cccovieneisrinsuissunsessanssanssesssnssassssssassssssseses i
PENGESAHAN SIDANG ....ucinuiiveirsensuncssnssecssecssessssssnssssssssssessssssssssssssssssess ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ....uccvvinninsinsessenssesssnsssssssssanssassseses iii
ABSTRAK  iitictntinnnctnnesssesscsssssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssss iv
KATA PENGANTAR....uuiiintinensnissaissensansssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss \4
TRANSLITERASIT ...cuuiitiiiiinnictinecssissscsesssesssissesssesssssssssssssssssassssssssssssses vii
DAFTAR IST auueiiiiininnininsaineissassnsssassssssnsssssssssssssasssssssssssssssssssssasssssssssse xi
BAB SATU: PENDAHULUAN .....ccccisiestissncsnncsaisssssancssicsesssessassssssssssssssses 1
A. Latar Belakang Masalah ..............ccccooiiniiiiiiniiiieee, 1

B. Rumusan Masalah .............ooccooiiiiiiiiiiie 4

C. TajuansBetelitiant.......o ol . B il T e 4
DgPenjelasan [stilah. ..o il . BT 4

B Kajian Pustalia e ... be 8 .. B et K 6
FNIciodePenclifiantee. B B8 G5  BESSE,, 9

I )enis Penelifian ). B8 . B & B B et oarone s e 9

2. Metode Pengumpulan Data...........cccceeeevieeiiieecieeeieeeen 9

3. Teknik Pengumpulan Data..............cocceeviiieiiiniiinieciieens 10

4. Instrumen Pengumpulan Data...........ccccccvveviieiiiieenieeee. 11

5. Teknik Analisis Data........ccccocerveenerniiniiniiiienieneeeseeniene 11

G. Sistematika Pembahasan ..............ccocoiiiiiiiine 11

BAB DUA: TEORI AKAD DAN AL-MILK DALAM ISLAM .......cccceeuee. 13
A AT ... ... . . 13

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad...........cccoooveevieniiinnnnn. 13

2. Rukun dan syarat Akad .......ccccoccvveeeiieeiiieeiee e 17

3. Macam-macam akad .......c.cccecoevieiiinieniniinieeeeeeee 23

4. Berakhirnya Akad ...........ccccooiiiiiiiiieeeeeee e 25
ONEKmMahNATcad ol e . ... 26

B. HAK KEPEMILIKAN (AL-MILK) ........cccvveveieeieieeeeeeeennes 27
TNRE@Fertian-hake miltk oo, L R LT 27

2. Pembagian hak ..., 29

3. Sebab-sebab Kepemilikan...........cccceeieviieciiniiiniiciie, 32

4. Prinsip-prisip Kepemilikan ...........ccccceevvvieeviieeiiieecieeen. 39

5. Hikmah Kepemilikan ............ccccooviiiiniiiiniicieces 42

6. Larangan Mengambil Hak Orang Lain .........ccccceceevveniennene 42

CLTURF ettt 44

L. Pengertian "Urf......ccooveeeiieiieieeeeeeee e 44

2. Macam-macam UFf..........ccccueeriuieeniieeiiieeniieeeieeeeiee e 45
3.Syarat-syarat Urf .......cccceevienieeiienie ettt 46

4.Kehujjahan Urf........ccocoevciiiiiiieiiieeeiee e 47

X1



BAB TIGA : HAK KEPEMILIKAN BEKATUL HASIL
PENGGILINGAN PADI DI KECAMATAN KLUET

TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN......ccoccieniencercnnes

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ............ccoccoviniiniinnens

B. Akad yang dilakukan antara pihak jasa penggilingan padi

dengan Pemilik padi di Kecamtan Kluet Timur Kabupaten

Aceh Selatan..........coceeiivieiiiiiee e

D Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Bekatul

Hasil Penggilingan Padi ......cccooevvvieniiiiniiiiieeeee,

BAB EMPAT: PENUTUP.....cccccicniinsnncsnnssnicssssssssossassssssssssssssssssssssssssssssassns
AL KeSTMPULAN ...
B. Sargitee. . X R S . ............c.oo

DAFTAR PUSTAKA ....ccuuiiiinninneisnnnsnencsecsncsssecssessssessssssssssssassssassssssssees
DAFTAR LAMPIRAN

Xii

49
49
53
57
61
61
62

63



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan besifat universal, memuat ajaran-
ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di
akhirat. Semua yang telah di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk
kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada
dimuka bumi ini. Isinyapun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang
tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencita-Nya, tetapi
juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri. Syaria’t
Islam adalah sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh
kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksible dan universal serta
ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga bisa memenuhi dan
melindungi kepentingan manusia disetiap saat dan diamanapun.'

Manusia merupkan makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam
masy.araka‘[.2 Sebagai mahkluk yang sosial, manusia dalam hidupnya memerlukan
adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Muamalah
merupakan tempat setiap orang melalukan perbuatan dalam hubungan dengan
orang lain yang menimbulkan hak dan kwajiban itu merupakan bagian terbesar
dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, agama Islam menempatkan bidang
muamalah ini sedemikian penting hingga Nabi mengajarkan bahwa agama adalah

3
muamalah.

! Faturrahman Djamil, filsafat hukum Islam, (Jakarta: Logoa 1999), him. 46

2 Maulana Abu A’la Maududi, Hak-Hak Asasi Manusia,(Jakrta: PT Bumi Aksara, 2004),
him. 20.

3 Ahamad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat, Cet Ke-2, (Yogyakarta:UII Press,
2004), hlm. 12-13.



Dalam pergaulan hidup ini setiap orang mempunyai kepentingan terhadap
orang lain. Sehingga timbullah hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai
hak yang wajib selalu diperhatiakn orang lain dan dalam waktu yang sama juga
memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan
kewajiban itu diatur dengan Patokan-patokan hukum untuk menghindari terjadinya
pertikaian antara berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur
hubungan hak dan wajib dalam hidup bemasyarakat itu disebut dengan hukum
muamalat atau figh muamalah.”

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup
bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam
memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa
dihindari akan mengahadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan
manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain maka timbullah
hak-hak dan kewajiban anatara sesama manusia.’

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar
terhadap hal kecil hingga besar. Misalnya dalam hal penggilingan padi. Pasalnya,
sekarang banyak pihak penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan
padi menjadi miliknya karena dianggap merupakan sampah yang tidak bernilai.
Maka jika petani menggilingkan padinya secara otomatis sisa hasil penggilingan
padi berupa sekam dan bekatul menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi.
Padahal tempat penggilingan padi mengadakan alat penggilingan padi tersebut
untuk memudahkan petani yang ingin merubah gabahnya menjadi beras dengan
digiling. Ini berarti sistem yang digunakan adalah sewa jasa atas pekerjaan dengan

pembayaran langsung.

*Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Isalam),
(Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm 7.

° Ismail Nawawi, Figh muamalah kalsik dan kontemporer hukum perjanjian ekonomi
bisnis social, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),hlm. 57.



Kecamatan kluet timur adalah sebuah Kecamatan yang terletak pada
Kabupaten Aceh Selatan. Kecamatan kluet timur terdiri dari Sembilan desa. Yaitu,
Desa paya laba, Durian Kawan, Sapik, Alai, Paya dapur, Pucuk lembang, Lawe
Buluh Didi, Lawe Sawah, dan Lawe Cimanok. Pada Kecamatan tersebut mayoritas
penduduknya bekerja sebagai petani, yang dimaksud disini ialah petani padi. Jadi
ketika waktu panen padi sudah tiba, petani menggilingkan padinya ke tempat
penggilingan, dalam proses penggilingan tersebut maka akan mengasilkan tiga
macam barang yaitu beras, sekam dan bekatul. Beras memang sudah pasti menjadi
milik petani karena memang tujuan utama petani menggilingkan padi adalah untuk
menghasilkan beras dan untuk itu petani sudah memberikan upah untuk jasa
penggilingan tersebut. Tetapi yang menjadi masalah ialah sisa hasil penggilingan
yang berupa bekatul ini tidak menjadi milik petani melainkan menjadi milik jasa
penggilingan padi.

Tentunya penyewaan jasa atas pekerjaan pada prakteknya dibolehkan oleh
syara’. Namun merujuk lagi kepada hukum, apakah dibolehkan sisa hasil
penggilingan padi menjadi milik jasa penggilingan padi sedangkan asalnya adalah
milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi. Apakah
dengan alasan sekam dan bekatul adalah sampah sehingga petani memberikannya
kepada penyedia jasa penggilingan padi. Awal munculnya mesin penggiling padi
sangat jarang pemilik mesin yang menjual belikan bekatul. Seiring dengan
berjalannya waktu dan semakin hari kebutuhan semakin meningkat, bekatul
semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah memiliki nilai ekonomis sehingga
oleh pemilik penggilingan, bekatul tersebut diperjual belikan bahkan sudah cukup
sulit untuk mendapatkannya.®

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis

ingin mengkaji lebih dalam tentang kepemilikan bekatul dari hasil penggilingan

6 Kasmaidi Ahmad, “Pelaksanaan Jual Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut
Ekonomi Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,
Riau, 2015, him. 7.



padi melalui skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hak
Kepemilikan Bekatul Hasil Penggilingan Padi Di Kecamatan Kluet Timur
Kabupaten Aceh Selatan™

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana Akad yang dilakukan pada jasa penggilingan padi di Kecamatan
Kluet Timur Kabupaten Aceh Sealatan?
2.Bagaiman Analisis Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Bekatul hasil

penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Sealatan?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana Akad yang dilakukan pada jasa penggilingan
padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Sealatan
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap Kepemilikan
bekatul hasil penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh

Selatan.

D. Penjelasan Istilah

Dalam karya ilmiah, penjelasan istilah sangat diperlukan untuk membatasi
ruang lingkup pengkajian serta meghindari terajdinya penafsiran yang salah dalam
memahami istilah dalam penulisan dan juga mempermudah pembaca untuk
memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah, maka perlu adanya penjelasan
istilah yang dimaksud antara lain:

1. Hak Kepemilikan (Hak Milik)
Kata hak berasal dari bahasa Arab al-hagqq, yang secara etimologi

mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berati ketetapan dan



kepastian. Kata milik secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta
benda yang bisa dipergunakan secara semena-mena.’

Secara terminologi, ada beberapa defenisi al-milk yang dekemukakan
ulama figh, sekalipun secara esensial defenisi itu sama. A/-milk adalah pengusaan
seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum
terhadap benda itu (sesuai dengan keinginnanya) selama tidak ada larangan syara’.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada
dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan
memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya,
seperti jual beli, hibah, waqaf, dan meminjamkannya kepada orang lain, selama
tidak ada larangan syara’.®

2. Bekatul

Bekatul merupakan hasil sampingan penggilingan gabah setelah beras
dipisahkan dari sekam (kulit luar gabah), kemudian dilakukan penyosohan. Proses
penyosohan dilakukan dua kali dimana penyosohan pertama mengasilkan dedak
(seratnya masih kasar), sedangkan penyosohan kedua menghasilkan bekatul (7ice
bran) yang berstektur halus. Bekatul diperoleh dari proses penggilingan padi yang
berasal dari lapisan terluar beras yaitu antara butir beras dan kulit bewarna coklat.”

3. Penggilingan padi
Penggilingan padi adalah salah satu sarana bisnis yaitu bisnis produksi,
karena mesin penggilingan mampu mengolah padi menjadi beras. Penggilingan

padi merupakan proses yang mengubah padi menjadi beras. Proses penggilingan

" Wah bah Az-Zuhayli, Al-figh Al-Islam wa Adilatuhu. Jus 5, Cet Ke-3, (Damaskus: Dar A-
Fikr, 1998), him. 489.

¥ Nasrun Haroen, Figh muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 31.

’F. Yosi, E. Sahara , S. Sandi, Analisis sifat Bekatul dan Ekstrak Minyak Bekatul Hasil

Fermentasi Rhizopus sp. Dengan Menggunakan Inokulum Tempe, jurnal peternakan Sriwijaya, ,
Vol. 3, No. 1 Juni 2014, ISSN 2303-1093, him. 7.



padi terdiri dari dua tahap. Pertama pengupasan kulit padi menjadi beras pecah

kulit dan kedua penyosohan beras pecah kulit menjadi beras sosoh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengkaji tentang pokok-pokok bahasan yang berkaitan
dengan pembahasan yang dikaji. Kajian pustaka ini dibuat bertujuan untuk
menguatkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan yang ditulis oleh
orang lain. Setelah menelusuri melalui kajian pustaka, ada beberapa skripsi dan
buku yang berkaitan dengan hak kepemilkan bekatul yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Kasmaidi Ahmad mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, berjudul “Pelaksanaan Jual
Beli Dedak Pada Huller Padi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam” (Studi Kasus
Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi ini membahas jual beli
dedak. Skripsi ini berkesimpulan bahwa dedak hasil sisa padi sangat bermanfaat
bagi pemilik penggilingan padi serta masyarakat, namun ada beberapa praktek
tidak sesuai syara’ seperti: masih ada pemilik huller yang curang, dedak yang dijual
diambil sebagian dari petani hingga membuat petani merugi, dan masih ada
pemilik penggilingan yang menimbun dedak dan menunggu harga mahal.'’

Kedua, skripsi Eka Murlan mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, berjudul ““ konsep kepemilikan
harta dalam ekonomi islam menurut Afzalur Rahaman Di Buku Economic
Doctrines Of Islam”. Didalamnya terdapat pembahasan mengenai harta yang pada
hakikatnya adalah milik Allah. Namun  karena Allah telah menyerahkan
kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang
terahadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk

memanfaatkan serta mengembangkan harta. Sebab, ketika seseorang memiliki

' Kasmaidi Ahmad, “pelaksaan jual beli dedak pada huller padi fitinjau menurut ekonomi
islam”, skripsi, jurusan ekonomi islam, uviversiats islam negeri syarif Kasim, riau, 2015, hlm. 58.



harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan dan
terakait dengan hukum-hukum syara’ bukan bebas mengelola secara mutlak.
Alasannya, ketika dia mengelola hartanya dengan cara tidak sah menurut syara’
seperti mengahmbur-hamburkan, maksiat, dan sebagainya. Maka merampas Negara
wajib mengawalnya dan melarang untuk mengelolanya serta wajib merampas
wewenang yang telah diberikan Negara kepadanya. Untuk itu melanggar dan
menguasai hak orang lain, sehingga timbul hak dan kewajiban diantara sesama
manusia.'’

Ketiga, skripsi Zidny Ilham Nafi berjudul “Hak kepemilikan bersama pada
PT Telkom dalam perspektif hukum Islam.” Skripsi ini membahas tentang
kpemilikan saham Indonesia terahadap Pt Telkom dengan saham Treasury.
Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki banyak masyarakat dan Negara
juga dapat memiliki segala yang sangat berguna bagi masyarakat, atau kepemilikan
pribadi yang dapat menyebabkan kesulitan. Dalam islam menganjurkan ekonomi
campuran dengan system pemilikan yang dibatasi oleh Negara. Indonesia berlaku
untuk setiap sumberdaya yang dianggap mutlak penting bagi kebaikan bersama
Negara Indonesia dalam kepemilikan saham yang lebih besar harus memberikan
pelayanan terbaik kepada warga khusunya mengenai layanan internet. Sebab akan
memancing dan menimbulkan persaingan sehat yang akan dapat terus
meningkatkan wusaha pelayanan jasa kepada para pelanggan dan dapat
menimbulkan harga yang kompetitif demi kemaslahatan orang banyak.'

Empat, skripsi Cita Purwasari Apriani dengan judul “Hak Kepemilikan Kain
Sisa Jahitan Tinjauan Sosoiologi Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan

Ajibarang). Pada skripsi ini dijelakan bahwa praktik kain sisa jahitan di Kecamatan

"' Eka Murlan, “Konsep Kepemilikan Harta Dalam Ekonomi Islam Menurut Afzalur
Rahman Di Buku Economic Doctrines Of Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Unversitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 71-72.

12 Zidny ‘Tlman Nafi', “Hak Kepemilikan Bersama pada PT Telkom dam Prespektif Hukum
Islam”, skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).



Ajibarang yang telah menjadi kebiasaan penjahit yang tidak pernah
mengembalikan sisa kain jahitan kepada pemesan. '’

Kelima, syahrul Alim dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Peralihan Hak Milik atas Tanah di Banjar Kauman Desa
Pangatsulan Kecamtan Seriti Singaraja-Bali”. Skripsi ini membahas tentang
kepemilikan yang dilakukan masyarakat banjar kauman dalam adat desa
pangatsulan di bali lebih tentang tanah hak milik individu yang diperoleh dari
membuka tanah, waris, pengangkatan anak dan hadiah dan hibah. Lebih fokusnya,
skripsi ini mengangkat mengenai peralihan kepemilikan atas tanah di desa
pangatsulan di bali, dalam adat yang berlaku di banjar kauman desa pengatsulan
ditinjau dari hukum Islam dan tanah yang dimiliki secara mutlak oleh ahli waris
dari pihak laki-laki. Perempuan hanya memperoleh hak mengambil manfaat harta
peninggalan (tanah) didomisili laki-laki yang menyebabkan ketidak adilan dalam
memperoleh hak milik tanah.'*

Selanjutnya menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya pengantar figh
Muamalah dijelaskan bahwa milik mempunyai arti suatu ikhtisas yang
mengahalangi yang lain, menurut syara’ yang membenarkan sipemilik ikhtisas itu
bertindak terhadap barang yang dimilkinya, kecuali ada penghalang. Oleh karena
itu, seseorang yang memiliki hak milik maka dia boleh memakai, mengambil
manfaat, menghabiskan, bahkan boleh juga merusak dan membinaskannya, asal

tidak menimbulakan kemudaratan bagi orang lain. "

BCita Purwasari Apriani, “Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Tinjauan Sosoiologi Hukum
Islam (Studi kasus di Kecamatan Ajibarang), Skripsi, (Fakultas syariah, UIN Sunan KaliJaga,
2015). Him. 14.

' Syahrul Alim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Di
Banjar Kauman Desa Pangatsulan Kec. Seripit Singaraja Bali”, skripsi (Yogyakarta: Fakultas
Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga, 2004).

'> M. Hasbi Ash-shiddieqy, Pengantar Figih Mu’amalah, Cet. I1I, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), him. 18



F. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode maupun teknik pengumpulan data
sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian yang penulis
gunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian Kualitatif yang bertujuan untuk
mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi
lingkungan suatu unit sosial bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau
masyarakat
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu
suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang
ada dilapangan.
2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik
data primer maupun data skunder, penelitian ini menggunakan metode field
research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan).

a. Penelitian Kepustakaan (/ibrary research).

Library research vyaitu pengumpulan data dengan membaca dan
mempelajari, menganalisis serta mengakaji buku-buku dan referensi-refernsi yang
berhubungan dengan pembahasan. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan
literature-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel dan media-media
internet yang berkaitan dengan objek kajian."®
b. Penelitian lapangan (field research).

Field research merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan untuk
memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. '’

Field research peneulis lakukan untuk memperoleh data primer. Data primer yang

'® 1 Wayan Pantiasa, metodologi penelitian, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013), him. 89.

17 Rosadi Ruslan, Metode Penelitian public Relation dan Komunikas, ED. 1, Cet, I,
(Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2004), hlm. 32.
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dimaksud adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti

(responden).'”® Adapun data primer yang diperoleh berasal dari pihak jasa

penggilngan padi di Kecamatan Kluet Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (interview) merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
berhadapan langsung dengan yang diwawancarai, juga dengan memberikan
daftar pertanyaan untuk jijawab.19 Untuk penelitian in1 wawancara dilakukan
dengan beberapa pihak jasa penggilingan padi dan konsumen/pelanggan serta
pihak-pihak yang terkait.

b. Observasi kegiatan ini meliputi melakukan pencatatan secara sistematik
kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.” Metode ini
digunakan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan penggilingan dan
kepemilikan dari masing-masing pihak.

c. Kuesioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri dari serangkaian
pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden.

d. Dokumentasi merupakan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen itu bisa berupa

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.”'

'8 Bagong Suyanto & sutinah, metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55.
19 Juliansyah Noor, Metodologi penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.138.

% Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Yogyakarta, Graha
Ilmu, 2006), hlm. 224,

! Sugiyuno, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan RND”,
(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 329
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4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data dan fakta penelitian.® Instrumen pengumpulan data yang
dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi daftar pertanyaan, buku tulis, pulpen dan
alat bantu lainnya yang diperlukan pada saat melakukan wawancara dengan
responden, dengan ini dirancang dan dibuat dengan sedemikian bentuk sehingga
menghasilkan data empiris sebagaimana adanya, dan juga tidak lepas dari indikator
variable lainnya seperti teori atau konsep yang ada dalam pengetahuan ilmiah yaitu
buku, artikel, dan dokumentasi lainnya yang membahas mengenai hak kpemilikan
bekatul.
5. Teknik Analilis Data

Analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu
menganalisasi data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan
pendekatan atau cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang
bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan terhadap pengetahuan yang bersifat
umum. Dalam hal ini dikemukakan data lapangan tentang hak kepemilikan bekatul
hasil penggilingan padi, kemudian peneliti menganalisis data tersebut dengan

menggunakan teori dan ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, berikut diuraikan  secara
ringkas sistematika pembahasan yaitu:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, tujuan pembahasan, metode

penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*2 Sarwinda, Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau dari Hukum Islam (Stui kasus Di
Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi
Jambi), Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Thaha Saifudin, 2018, hlm. 27.
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Bab kedua membahas Ketentuan Umum Tentang Akad dalam Islam, yang
meliputi pengertian akad dan dasar hukumnya, Rukun dan syarat sah Akad,
macam-macam Akad, berakhirnya Akad, Hikmah Akad dan Hak Kepemilikan
(milik) dalam Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik
(kepemilikan), pembagian hak, sebab-sebab kepemilikan, hikmah dari hak
kepemilikan, prinsip-prinsip kepemilikan dan larangan mengambil hak orang lain.

Bab ketiga merupakan bab inti yang membahas tentang bagaimana akad
yang digunakan pada jasa penggilingan padi di Kecamatan Kluet Timur, dan
bagaimana analisis hukum Islam terhadap hak kepemilikan.

Bab Empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan
saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari skripsi ini dan juga saran

untuk kemajuan kedepan yang lebih baik.



BAB DUA
TEORI AKAD, AL-MILK DAN ‘URF DALAM ISLAM

AKAD DALAM ISLAM
1. Pengertian Akad dan Dasar Hukumnya

Kata akad berasal dari kata bahasa lac-23c yang berarti, membangun
atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.” Bisa
juga disebut dengan kontrak (perjanjian yang tercacat).* Sedangkan menurut
al-Sayyid Sabiq akad itu adalah ikatan atau kesepakatan.”> Secara etimologi
akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan
secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.*

Secara istilah figh, akad dapat di definisikan dengan pertalian ijab
(pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan)
sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat”
maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih
tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Contohnya
seperti kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau
merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh
kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan
dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan
gabul).”’

2 Louis Ma’luf, AI-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), him.

* A. Warson Al Munawir, Kamus Arab Indonesia al-Munawir, (Yogayakarta: Ponpes Al-

Munawir, 1984), hlm. 1023.

¥ Al-Sayyid Sabiq, Figh Al-Sunnah, jilid 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, Cet. Ke-3, 1983),

hlm.127.

26 Wahbah Al-Juhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), him. 80.
27 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta : Kencana, 2010), him. 51.
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Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-
Sanhury, akad ialah perikatan ijab qabul yang di benarkan syara’ yang
menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Ada juga yang mendefinisikan, akad
ialah ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah
pihak.*®

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah
pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak)
dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan
pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur’an adalah surah Al-
Maidah ayat 1 sebagai berikut :

JRENE VO < e P RO P et B ol PR s
PR fj’;;wg Ll 2 7e (s B G )
G KN

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqgad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-
Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 1).%

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta : Amzah, 2010), him. 15.
¥ QS Al-Maidah (5): 1.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang
lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan
dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki,
Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-
saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah
kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai
batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan
di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu
kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-
Bagarah [2]: 282).%

Berdasarkan ayat di atas tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi

perjanjian atau akad itu hukumnya adalah wajib.

3% 3S. Al-Baqarah (2): 282.
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2. Rukun dan Syarat sah Akad
a. Rukun Akad

Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu
tersebut terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.
Contohnya seperti rumah, terbentuk karenan adanya unsur-unsur yang
membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Di
dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut
rukun.

Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan
dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan,
isyarat, atau tulisan. Suatu perjanjian dalam hukum Islam akan sah apabila
memenuhi rukun dan syarat- syaratnya.®'

Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang
membentukya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang
membentuk akad itu ada empat, yaitu:*

1) Para pihak yang mebuat akad (al- ‘agidain)

Al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku
dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum
akad (perjanjian), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek
hukum ini terdiri dari dua jenis yaitu manusia dan badan hukum. Adapun

syarat dari al-agidain ini sendiri, yaitu:

a) Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad
adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki

kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

3! Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, ( Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, hlm. 114.
32 Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), him. 96.
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b) Dewasa (baligh). Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi
(ihtilam) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.

c) Agqil (berakal). Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki
akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan memahami segala
perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya
sendiri maupun terhadap orang lain.

d) Tamyiz (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam
keadaan dapat membedakan yang baik dan mana yang buruk, sebagai
pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

e) Mukhtar (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam
bertansaksi, lepas dari paksaaan, dan tekanan.

2) Pernyataan kehendak para pihak (sighatul ‘aqd)

Shigat al-‘aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan
akad berupa ijab dan kabul. I[jab merupkan suatu pernyataan janji atau
penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu. Kabul ialah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas
penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fikih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan
kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyartaan itu
jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b) Tawafug, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.

¢) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak
para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

3) Objek akad (mahallul-‘aqd)

Mahall-‘Aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad yang
dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk dari objek akad
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dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda
tidak berwujud, seperti manfaat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mahallul-‘aqd, sebagai
berikut:

a) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Suatu perikatan
(akad) yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak
hewan yang masih berada di dalam perut induknya atau menjual
tanaman sebelum tumbuh.

b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Pada dasarnya, benda-benda
yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi
manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci, seperti bangkai,
minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan
tidak memiliki manfaat bagi manusia.’

c) Objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek
perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh ‘agid. Hal ini
bertujuan agar tidak terjadi ke salah pahaman di antara para pihak yang
dapat menimbulkan sengketa.

d) Objek dapat di serahterimakan. Benda yang menjadi objek perikatan
dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang
telah disepakati. Oleh sebab itu, disarankan bahwa objek perikatan
berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk
menyerahkannya kepada pihak kedua.

4) Tujuan aqad (maudhu’-‘aqd)

Maudhu 'ul-‘agd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan
untuk tujuan tersebut. Di dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh
Allah SWT dalam Al-Qur’an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadits.

Menurut ulama fikih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan

3 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, hlm. 56
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ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah
dan apabila para pihak melakukan perikatan dengan tujuan yang berbeda,
namun salah satu pihak memiliki tujuan yang bertentangan dengan hukum
Islam dengan diketahui pihak yang lainnya, maka perikatan itu pun haram
hukumnya.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi
agar suatu tujuan akad itu dipandang sah dan mempunyai akibat hukum,
yaitu sebagai berikut:

a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan
akad.

¢) Tujuan akad harus dibenarkan syara’.

b. Syarat sah Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang
sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun dan syarat-syarat akad. Adapun
syarat-syarat akad dapat dibedakan menjadi empat bagian:**

1) Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in’igad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas
memerlukan syarat-syarat (syuruth al-in’igad) agar unsur itu dapat
berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat, maka rukun akad tidak
dapat membentuk akad. Rukun pertama yaitu para pihak dan harus
memenuhi dua syarat yaitu famyiz dan berbilang (at-ta “addud). Rukun
kedua yaitu pernyataan kehendak dan harus memenuhi dua syarat, yaitu

adnya persesuaian ijab dan kabul (tercapainya kata sepakat) dan kesatuan

> Syamsul Anwar, Hukum perjanjian Syari’ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 95-
104.
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majelis akad. Rukun ketiga adalah objek akad yang harus memenuhi tiga
syarat, yaitu objek yang dapat diserahkan dan tertentu atau dapat
ditentukan. Rukun keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak

bertentangan dengan hukum syara’.

2) Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)

Rukun-rukun dan syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas
memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Unsur
penyempurna disebut sebagai syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan
akad dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan
umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap
kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi
masing-masing aneka akad khusus.

Rukun pertama ialah para pihak dengan dua syarat terbentukya,
yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna.
Rukun kedua adalah pernyataan kehendak dengan kedua syarat, juga tidak
memerlukan sifat penyempurna. Menurut pendapat jumhur ahli hukum
Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu
persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan, jika
terjadi dengan paksaan, maka akadnya adalah fasid. Sedangkan Menurut
Zufar, akadyang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat
hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf),
menunggu konfirmasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut
telah berlalu.

Rukun ketiga adalah objek akad dengan ketiga syaratnya
memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat dapat diserahkan
memerlukan unsur penyempurna, yaitu penyerahan tidak menimbulkan
kerugian (dharar) dan apabila menimbulkan kerugian maka akadnya fasid.

Syarat objek tertentu memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak
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mengandung gharar, dan apabila mengandung gharar akadnya menjadi
fasid. Objek harus dapat ditransaksikan juga memerlukan unsur
penyempurna yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban
harus bebas dari riba. Secara keseluruhan ada empat sebab-sebab yang
menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat
terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, gharar,
syarat-syarat fasid, dan riba.

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad (syuruthan-nafadz)

Akad yang telah sah memiliki kemungkinan bahwa, akibat-akibat
hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat
dilaksanakan meskipun sudah sah disebut akad mauquf. Akad yang sudah
sah harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum untuk dapat
melaksanakan akibat hukumnya, yaitu harus adanya kewenangan sempurna
atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang
dilakukan.

Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi dengan para pihak
mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari
pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti
objek yang sedang digadaikan atau disewakan.

Kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi dengan para pihak telah
mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan bagi
tindakan hukum yang dilakukannya. Ada tindakan hukum yang hanya
memerlukan tingkatan kecakapan bertindak hukum minimal, yaitu famyiz,
dimana apabila ini dipenuhi tindakan hukum itu sah dan dapat dilaksanakan
akibat hukumnya. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan
bertindak hukum sempurna, yaitu kedewasaan, dimana apabila ini telah
dipenuhi, maka tindakan hukum itu sudah sah dan akibat hukumnya dapat

dilaksanakan, apabila tidak dipenuhi tindakan hukum itu tetap sah, namun
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akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan dan tergantung kepada
konsfirmasi wali. Adapula tindakan hukum yang memerlukan kecakapan
bertindak hukum maksimal dimana apabila tidak dipenuhi tindakan hukum
itu tidak sah.

4) Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum)

Akad yang telah memenuhi rukunnya serta syarat terbentuknya,
syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karenanya
akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat
para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya
secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain, namun ada beberapa akad
yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun
rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu
sendiri atau oleh adanya hak khiyar (hak opsi untuk meneruskan atau

membatalkan secara sepihak) pada salah satu pihak.

3. Macam — Macam Akad

Menurut Syamsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari segi

kaitan dengan objeknya dapat dikelompokkan menjadi empat macam yaitu:

a. Al-lltizam Bi Ad-Dain (Perikatan Utang)

Perikatan utang adalah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah
sejumlah uang atau sejumlah benda. Kunci untuk memahami konsep utang
dalam hukum islam ialah bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang
terletak dalam dzimmah (tanggungan) seseorang, misalnya seperti

kesanggupan seorang pembeli untuk menyerahkan sejumlah uang atau
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kesanggupan seorang tukang mebel untuk membuatkan mebel pesanan
seorang pelanggan.®
b. Al-Iltizam Bi Al-‘ain (Perikatan Benda)

Yang dimaksud dengan Perikatan benda adalah suatu hubungan
hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk dipindah milikkan, baik
bendanya sendiri ataupun manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan
kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau
menyewaan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan atau
menitipkan barang tertentu. Perikatan benda ini ada dalam suatu perikatan
yang objeknya ialah benda-benda tertentu yang tidak dapat diganti dengan
yang lain.*®
c. Al-iltizam bi al- ‘amal (Perikatan Kerja/Melakukan Sesuatu)

al-iltizam bi al-‘amal adalah suatu hubungan hukum antara dua
pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja adalah akad istisna
dan ijarah. Akad istisna adalah perjanjian untuk membuat sesuatu,
misalnya seseorang minta dibuatkan satu stel mebel kepada tukang mebel
atau minta dibuatkan sebuah lukisan kepada pelukis. Dalam akad istisna ini
kerja dan bahan adalah dari pembuat (pihak kedua), apabila bahan dari
pemesan, maka bukan merupakan istisna’ melainkan ijarah. pendapat
lainya mengatakan bahwa akad adalah istisna meskipun bahan disediakan
oleh pemesan karena objek akad istisna adalah membuat sesuatu terlepas
dari siapa yang menyediakan bahan.’’

ljarah dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu akad
atas beban yang objeknya adalah manfaat, upah mengupah atau jasa. Akad

ijarah ini ada dua macam, yaitu pertama berupa sewa-menyewa yang

35 Ibid.,hlm. 51.
% Ibid., him. 53.
*7 Ibid., him. 54-55.
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biasanya disebut ijarah al-manafi’ seperti sewa menyewa rumah, dan yang
kedua berupa perjanjian kerja yang dikenal dengan istilah ijarah al-a’'mal.
Para ulama fikih mendefinisikan ijarah al-a’'mal adalah sebagai suatu akad
yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti
membangun, menjahit, dan sebagainya. [jarah jenis kedua inilah yang
merupakan sumber perikatan kerja (al-iltizam bi al-‘amal). Adapun
menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat: agid (orang yang berakad),
sighat akad, upah, dan manfaat.

d. Al-Iltizam Bi At Tautsiq (Perikatan Menjamin)

Al-Iltizam Bi At Tautsig menjamin adalah suatu bentuk perikatan
yang objeknya adalah menanggung atau menjamin suatu perikatan, yaitu
pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak kedua
terhadap pihak pertama. Contohnya , A bersedia menjadi penanggung utang
B kepada C, jadi perikatan A untuk menanggung utang B terhadap C adalah
perikatan menjamin. Sumber perikatan ini adalah akad penanggungan (al-

kafalah).*®

4. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai
berikut:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak, biasanya telah ditentukan
kapan perjanjian tersebut akan berakhir, sehingga dengan ditentuknnya
waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir kecuali ditentukan

lain oleh para pihak.

b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad

*8 Ibid.,hlm. 56
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Akad yang telah dibuat oleh para pihak yang bertransaksi juga dapat
berakhir apabila salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian, ataupun
salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur
kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan dapat menyangkut objek perjanjian

maupun mengenai orangnya.

c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia

Ketetuan ini berlaku pada perikatan untuk berbuat sesuatu, yang
membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat
dalam hal memberikan sesuatu, seperti uang atau barang, maka perjanjian
tetap berlaku bagi ahli warisnya sehingga akad tidak akan berakhir. Salah
satu contoh dalam hal ini adalah ketika orang yang membuat perjanjian
pinjam meminjam uang kemudian meninggal, maka kewajiban untuk
mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris dari pihak yang

berhutang.

5. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu saja mempunyai
hikmah, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam
bertransaksi atau memiliki sesuatu.
b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian,
karena telah di atur secara syar’i.
c. Akad adalah payung hukum di dalam kepemilikian sesuatu, sehingga

pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.
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B. Hak Kepemilikan (4/-Milk) Dalam Islam
1. Pengertian Hak Milik

Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah
sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita
tunaikan. Umumnya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli
terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah.*

Hak milik ialah hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan
dan diakui oleh syara’. Karena adanya hubungan tersebut, maka ia berhak
melakukan berbagai macam fasarruf terhadap harta yang dimilikinya, selama
tidak ada hal-hal yang mengahalanginya.*

Kata milkiyah berasal dari kata milk, atau malakah yang artinya milik.
Malakah juga digunakan untuk istilah hukum atau malakah al-hukmi, yang
artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum. Milk (al-milk) secara
bahasa berarti pemilikan atas sesuatu (al-mal atau harta benda) dan kewajiban
bertindak secara bebas terhadapnya. Dengan demikian milik merupakan
penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai
kekuasaan khusus terhadap harta tersebut.

Sedangkan menurut istilah, milik dapat didefenisikan sebagai suatu
ikhtishas yang menghalangi yang lain, menurut syari’ah yang membenarkan
pemilik ikhtishas itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya,
kecuali ada penghalang.” Kata menghalangi dalam defen